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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

        PENETAPAN 157 GuguR

        PENETAPAN 157 GuguR

PENETAPAN

157/Pdt.P/2019/PA.MORTB 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai  Memeriksa dan mengadili  perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas

perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hardi Keper bin  Sudu, Tanggal Lahir   25 September 1980 (umur  39 tahun),

Agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan

Barat Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon I;

Salmu Sayalaha binti  Amin Sayalaha, Tanggal Lahir   01 Juli 1982 (umur 37

tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir  SD, pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan

Barat Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang

telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Morotai   tertanggal  1

November  yang  terdaftar  dalam  register  Nomor  157/Pdt.P/2019/PA.MORTB

tanggal 06 November 2019 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  adalah suami isteri  yang menikah di

Desa  Cucumare Kecamatan  Morotai  Selatan  Barat Kabupaten  Pulau

Morotai pada tanggal 14 Juli 2003;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Amin Sayalaha;

3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang

tunai Rp 10.000;
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4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Hairun Kofia

dan Abd Hayyit Pallao;

5. Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah

menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;

6. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut  Pemohon I  berstatus  Perjaka dan

Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau

semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  telah  dikaruniai  4 (empat)

anak bernama:

a. Riswan Sayalaha (L),

b. Rasti Keper (P), 

c. M. Fatir Keper (L), 

d. Alfian Keper (L). 

9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,  rumah tangga

Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain

yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10.Bahwa sejak  menikah hingga saat  ini  Pemohon I  dan Pemohon II  tidak

pernah bercerai dan tetap beragama islam;

11.Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohn  II  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan

Agama  Morotai  mengitsbatkan  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

tersebut;

12.Bahwa maksud Pemohon I  dan Pemohon I  mengajukan permohonan ini

adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I

dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama Morotai  di  Tobelo  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
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2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hardi Keper) dan Pemohon

II (Salmu Sayalaha) yang dilaksanakan pada tanggal  14 Juli 2003 di Desa

Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

II  tidak hadir menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II   tidak  hadir  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau

kuasanya,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  belum  masuk

pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I

dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan

ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

dapat dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  kegiatan  pelayanan  itsbat  nikah  terpadu  seluruh

biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulau

Morotai  melalui  DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2019;
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Memperhatikan  Pasal-Pasal  pada  Undang-Undang  Nomor  48  tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau

Morotai  melalui  DIPA  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari

Kamis tanggal  28  November  2019 Miladiyah  bertepatan  dengan  tanggal  1

Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. Hakim tunggal yang

menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut  dibantu  oleh  Hasanuddin

Hamzah, S.Ag. sebagai  Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA MORTB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK/ Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 184.000,-

4. PNBP Relaas Pertama : Rp. 20.000,-

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Meterai : Rp.   6.000,-

Jumlah  : Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)

Tobelo, 2 Desember 2019

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo
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